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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk terbesar ke-4 di dunia memiliki 

berbagai tantangan dalam upaya menyejahterakan seluruh rakyatnya. Berdasarkan Sensus 

Penduduk 2020, jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,20 Juta Jiwa. Jumlah penduduk 

di Indonesia pada Sensus Penduduk 2020 didominasi oleh Gen Z (11-26 tahun) sebesar 

27,94% dengan jumlah 79,93 Juta Jiwa dan disusul oleh Milenial (27-42 tahun) sebesar 

25,87% dengan jumlah 69,38 Juta Jiwa. Rentang usia penduduk Indonesia yang didominasi 

oleh Gen Z dan Milenial yang masih di masa usia produktif untuk bekerja menjadi 

keuntungan Indonesia karena memiliki banyak angkatan kerja (BPS, 2021). 

Jumlah penduduk dengan usia produktif di Indonesia yang besar merupakan 

keunggulan Indonesia yang memiliki angkatan kerja yang banyak. Jumlah penduduk usia 

bekerja ini harus dimanfaatkan dengan baik agar terserap di dunia kerja. Namun, pada 

kenyataannya jumlah pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi yang dapat dilihat 

dari data Badan Pusat Statistik setiap Bulan Agustus tahun 2018-2022. Pada tahun 2018, 

jumlah angkatan kerja sebesar 131,01 Juta orang, 124,01 Juta orang bekerja dan 7 Juta 

orang pengangguran. Pada tahun 2019, jumlah angkatan kerja sebesar 133,56 Juta orang 

(naik 2,55 Juta orang), 126,51 Juta orang bekerja dan 7,05 Juta orang pengangguran. Pada 

tahun 2020, jumlah angkatan   kerja sebesar 138,22 Juta orang (naik 4,66 Juta orang), 

128,45 Juta orang bekerja dan 9,77 Juta orang pengangguran. Pada tahun 2021, jumlah 

angkatan kerja sebesar 140,15 Juta orang (naik 1,93 Juta orang), 131,05 Juta orang bekerja 

dan 9,05 Juta orang pengangguran. Terakhir, pada tahun 2022, jumlah angkatan kerja 

sebesar 142,72 Juta orang (naik 3,57 Juta orang), 135,30 Juta orang bekerja dan 8,42 juta 
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orang pengangguran (BPS, 2022). Jumlah pengangguran dari tahun 2018-2022 mengalami 

peningkatan yang signifikan di tahun 2020 dan terus mengalami penurunan di tahun 2021-

2022. Selain itu, dari data jumlah pengangguran tahun 2018-2022 masih berada diatas 5% 

dari jumlah angkatan kerja yang ada di Indonesia.  

Tabel 1.1. Jumlah Angkatan Kerja di Indonesia Tahun 2018-2022 

Tahun 

Jumlah 

Angkatan 

Kerja 

Jumlah 

 Bekerja 
Persentase 

Jumlah 

Pengangguran 
Persentase 

2018 131,01 Juta 124,01 Juta 94,66% 7 Juta 5,34% 

2019 133,56 Juta 126,51 Juta 94,72% 7,05 Juta 5,28% 

2020 138,22 Juta 128,45 Juta 92,93% 9,77 Juta 7,07% 

2021 140,15 Juta 131,05 Juta 93,51% 9,10 Juta 6,49% 

2022 143,72 Juta 135,30 Juta 94,14% 8,42 Juta 5,86% 
Sumber: BPS 

Pengangguran merupakan angkatan kerja yang yang masih belum mendapatkan 

pekerjaan ataupun yang sedang mencari lowongan kerja. Adanya pengangguran 

disebabkan oleh jumlah lapangan kerja lebih sedikit dibandingkan jumlah pencari kerja. 

Permasalahan pengangguran di Indonesia tidak lepas dari kurangnya pekerja yang 

memiliki keterampilan yang mumpuni, lulusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan (Wijayanto & Ode, 2019). Jumlah pengangguran terbanyak selama kurun 

waktu 2018-2020 terjadi pada tahun 2020, yang disebabkan oleh puncak masa pandemi 

Covid-19. Masa pandemi Covid-19 menjadi masalah yang berat karena angkatan kerja 

yang besar, tetapi tidak diikuti dengan jumlah lapangan kerja yang ada karena banyak 

terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), perusahaan yang bangkrut dan pembatasan 

sosial yang menghambat laju produksi perusahaan. Salah satu upaya pemerintah Indonesia 

dalam mengurangi jumlah pengangguran seperti yang diungkapkan oleh Kepala Badan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani “Bekerja ke luar negeri 

sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan suatu solusi untuk mengurangi jumlah 
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pengangguran di Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Seperti yang diketahui bahwa 

gaji yang didapatkan dari bekerja ke luar negeri cukup besar” (BP2MI, 2021). 

Pekerja Migran Indonesia merupakan warga negara Indonesia yang mencari pekerjaan 

ke luar negeri. Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia, Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan warga negara Indonesia yang 

bekerja dan mendapatkan gaji di luar negeri, baik itu bekerja di lembaga berbadan hukum, 

pekerja rumah tangga hingga anak buah kapal penangkap ikan (Indonesia, 2017). Dari 

pengertian yang telah dijelaskan, Pekerja Migran Indonesia Legal merupakan WNI yang 

bekerja di luar negeri yang memiliki surat-surat lengkap untuk izin bekerja di luar negeri, 

pemberi kerjanya memiliki badan hukum yang jelas sehingga bekerja secara resmi. 

Sedangkan, Pekerja Migran Non-Prosedural atau PMI Non-Prosedural adalah WNI yang 

melakukan pekerjaan di luar negeri melalui jalur yang tidak benar, seperti pemalsuan 

dokumen kerja ke luar negeri, pemalsuan data diri, memanfaatkan visa kunjungan wisata, 

dan pergi luar negeri melalui jalur tikus baik darat maupun laut. PMI Non-Prosedural 

biasanya merupakan non-skilled worker yang diiming-imingi gaji besar dan pekerjaan yang 

mudah di luar negeri (Ashari & Aji, 2021). 

Selain Pekerja Migran Indonesia Legal, terdapat Pekerja Migran Indonesia Ilegal yang 

bekerja secara non-prosedural. WNI yang bekerja secara non-prosedural di luar negeri 

merupakan warga negara yang tidak memiliki dokumen resmi dan berangkat secara resmi 

ke negara tujuan. Agar bisa masuk ke negara tujuan secara non-prosedural para WNI 

biasanya melakukan pemalsuan dokumen, memanfaatkan celah visa kunjungan wisata, dan 

penyelundupan yang dilakukan oleh sindikat perdagangan manusia yang tidak bertanggung 

jawab (Shanti, 2022). 

Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri kebanyakan di kawasan Asia 

Timur (Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan dan Jepang), Asia Tenggara (Malaysia dan 
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Singapura), dan Timur Tengah (Saudi Arabia, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Kuwait) 

(BP2MI, 2022). Selain negara-negara tersebut yang menjadi tujuan utama Pekerja Migran 

Indonesia, ada hal yang mengejutkan bahwa negara Kamboja yang bukan tujuan utama 

untuk bekerja di luar negeri. Oleh karena itu, Pekerja Migran Indonesia yang ada di 

Kamboja bekerja secara non-prosedural karena tidak adanya kerja sama antara Indonesia 

dan Kamboja dalam permasalahan pekerja migran. Kemunculan kasus pertama terkait 

Pekerja Migran Indonesia non-prosedural di Kamboja pada Mei 2021, terdapat 71 PMI 

yang bekerja di Kota Chrey Thum, Provinsi Kandal disekap oleh perusahaan tempat 

mereka bekerja (Kemlu RI, 2021). Selanjutnya, terdapat 241 PMI bermasalah pada 

Agustus 2022 dan 172 PMI bermasalah pada Oktober 2022 (KBRI Phnom Penh, 2022a). 

Laporan PMI yang bekerja secara non-prosedural di Kamboja ke KBRI Phnom Penh 

terus naik dari 2021-2022. Para PMI bekerja di perusahaan-perusahan milik Tiongkok di 

Kamboja. Pengakuan dari para PMI mereka merasa ditipu oleh perusahaan Tiongkok 

tempat mereka bekerja di perjanjian awal untuk bekerja di bidang perhotelan dan tempat 

kasino. Namun, kenyataan yang mereka dapatkan ternyata bekerja di sektor investasi non-

prosedural. Investasi ilegal yang harus mereka lakukan di perusahaan Tiongkok tempat 

mereka bekerja menargetkan mereka untuk menawarkan investasi ilegal ke Indonesia. 

Investasi yang ditawarkan dimulai dari nominal yang kecil yang diiming-imingi penarikan 

dengan nominal investasi yang bergerak secara progresif sampai investasi yang dilakukan 

sama sekali tidak dapat untuk melakukan penarikan uang alias investasi bodong. Para PMI 

ditawarkan untuk bekerja sebagai Customer Service di sebuah marketplace online dengan 

syarat minimal menguasai Bahasa Indonesia dan pandai mengoperasikan komputer. 

Ditambah lagi jika menguasai bahasa Mandarin/Tiongkok akan mendapatkan insentif 

tambahan. Gaji rata-rata yang ditawarkan oleh perusahaan Tiongkok di Kamboja berkisar 

antara USD 800-USD 1.000 (KBRI Phnom Penh, 2022b). 
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Informasi lowongan pekerjaan yang didapatkan para PMI ilegal untuk bekerja secara 

non-prosedural berasal dari media sosial seperti Facebook dan Instagram. Mudahnya para 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk melakukan perjalanan ke Kamboja disebabkan oleh 

pembatasan untuk kedatangan perjalanan internasional ke Kamboja yang semakin longgar. 

Hal tersebut menyebabkan banyak orang Indonesia masuk ke Kamboja menggunakan Visa 

Turis dan kunjungan on arrival yang hanya berlaku selama satu bulan. Namun, kemudian 

diubah menjadi Multiple Visa yang dapat digunakan agar mendapatkan working permit 

(izin kerja). Para PMI yang bekerja secara non-prosedural bekerja di perusahaan-

perusahaan scam online asal Tiongkok tersebut tidak diizinkan untuk meninggalkan 

perusahaan bahkan disekap oleh perusahaan, jam kerja mereka selama 12 jam per hari 

bahkan bisa lebih dan paspor mereka ditahan sehingga tidak dapat mereka pegang sendiri. 

Selain itu, perusahan-perusahaan Tiongkok di Kamboja saling melakukan jual beli pekerja 

antar perusahaan sejenis yang mengindikasikan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 

(DetikJabar, 2022).  

Gambar 1.1. Informasi Lowongan Kerja di Kamboja Melalui Media Sosial Facebook 

    

Sumber: Kemlu RI 
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Kasus PMI non-prosedural yang banyak terjadi di Kamboja merupakan permasalahan 

yang serius sehingga harus segera diselesaikan. Walaupun mereka bekerja di Kamboja 

secara non-prosedural, mereka tetap menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk 

memberi pelindungan kepada mereka. Pada wawancara dengan CNBC Indonesia, Menteri 

Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi mengatakan bahwa “Kasus PMI non-prosedural di 

Kamboja merupakan suatu fenomena gunung es yang belum diketahui seberapa besar 

permasalahan yang dihadapi. Upaya pelindungan kepada para PMI di luar negeri 

merupakan prioritas Kementerian Luar Negeri, tidak hanya berupaya untuk meningkatkan  

pelindungan dan pelayanan, tetapi berusaha untuk membangun sistem untuk 

mempermudah upaya pelindungan PMI” (Abrar, 2022).  

Untuk menguraikan permasalahan dan upaya pelindungan PMI non-prosedural di 

Kamboja menggunakan penelitian terdahulu terkait konsep Duty of Care yang melihat 

pelindungan WNI melalui 3 bentuk, yaitu Social Contract of Care, Intermediaries of Care, 

dan Extensions of Care. Upaya diplomasi Norwegia dalam melindungi warga negaranya di 

Amenas dan Fukushima digunakan untuk perbandingan dengan upaya diplomasi Indonesia 

dalam menangani masalah PMI non-prosedural di Kamboja. Selanjutnya, Masalah Pekerja 

Migran Indonesia Ilegal di Malaysia digunakan untuk melihat bagaimana PMI Ilegal bisa 

muncul dan masalah yang dihadapinya. Terakhir, terkait pelindungan PMI di Arab Saudi 

yang akan dihukum pancung, pemerintah Indonesia masih kesulitan karena banyak kendala 

yang dihadapi, oleh karena itu digunakan untuk melihat kendala yang dihadapi Indonesia 

dalam menangani masalah PMI non-prosedural di Kamboja. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi Warga Negara Indonesia 

pada kasus Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural di Kamboja? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti serta melihat lebih lanjut terkait 

upaya pelindungan pemerintah Indonesia kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang 

bekerja secara non-prosedural di Kamboja dari ancaman Tindak Pidana Perdagangan 

Orang (TPPO). 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan 

menambah wawasan terkait Ilmu Hubungan Internasional khususnya di bidang 

keamanan transnasional dan terkait upaya pelindungan terhadap Pekerja Migran 

Indonesia Non-Prosedural dari ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di 

Kamboja yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.  

1.4.2. Manfaat Praktis 

Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi dan 

manfaat bagi penstudi Ilmu Hubungan Internasional yang berfokus pada kajian 

kejahatan transnasional dan hukum internasional. Penelitian ini diharapkan akan 

menjadi sarana untuk melihat upaya-upaya pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

Non-Prosedural di Kamboja yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sehingga dapat 

menjadi pembelajaran dalam memberikan pelindungan kepada PMI di negara lain.  
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